
BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Urbanisasi merupakan sebuah fenomena kependudukan yang dialami oleh hampir 

seluruh kota-kota besar di dunia. Perpindahan penduduk menuju kawasan perkotaan 

akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan. Perpindahan 

tersebut dilatarbelakangi salah satunya oleh motif ekonomi demi meningkatkan 

pendapatan seorang individu. Peningkatan jumlah penduduk di kota dapat menjadi 

ancaman dan peluang bagi suatu kota. Kepadatan penduduk yang meningkat 

infrastuktur yang lebih layak di perkotaan demi mengakomodasi kegiatan ekonomi yang 

berjalan. Di sisi lain, peningkatan kepadatan penduduk dapat menimbulkan beberapa 

masalah, antara lain; kemacetan dan backlog perumahan. 

Penambahan infrastruktur ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul 

akibat peningkatan kepadatan penduduk. Pada praktiknya, pembangunan infrastruktur 

seringkali mendorong terjadinya alih fungsi lahan di perkotaan. Alih fungsi lahan menjadi 

jalan dan bangunan (gedung dan perumahan) akan mengurangi vegetasi alami yang 

tersedia di kawasan perkotaan. Sejatinya, vegetasi alami memiliki fungsi untuk mengatur 

suhu yang ada di perkotaan. Berkuranngnya vegetasi alami berarti memiliki pengaruh 

terhadap suhu perkotaan yang meningkat dibandingkan dengan kawasan sekitar dan 

pedesaan. Fenomena ini disebut sebagai fenomena UHI. Fenomena UHI disebabkan 

oleh berubahnya vegetasi alami menjadi material manusia (aspal dan beton).kota di 

Indonesia. Dalam penelitian ini aktivitas ekonomi kota digambarkan melalui PDRB kota. 

Sedangkan, penyediaan infrastruktur dicerminkan melalui panjang jalan dan kawasan 

terbangun. Baik panjang jalan maupun kawasan terbangun diasumsikan menggantikan 

vegetasi alami yang membuat kota semakin hangat. Jumlah penduduk kota merupakan 

variabel kontrol, peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan akan 

memengaruhi aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang terjadi. 

Selanjutnya, peneliti juga memerhitungkan variabel indikator lokasi geografis kota antara 

pesisir dan non-pesisir. 

Demi mencapai tujuan yang dimaksud, penelitian ini menggunakan metode analisis OLS 

dan diperoleh hasil bahwa peningkatan PDRB sebesar 1 juta rupiah di suatu kota aka n

meningkatkan suhu sebesar 0.0178°C. Sedangkan, peningkatan kepadatan penduduk 

sebesar 1000 jiwa/km2 akan menurunkan seslisih suhu sebesar 0.14°C. Variabel 

indikator lokasi geografis yang signifian secara statistik memiliki makna bahwa kota yang 



berada di daerah non-pesisir memiliki selisih suhu sebesar 5.656°C lebih kecil

dibandingkan dengan kota yang berada di kawasan pesisir.

Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, variabel kepadatan penduduk terkesan 

kontra-intuitif bila dibandingkan dengan dugaan awal. Pada awal penelitian , peneliti 

menduga bahwa peningkatan kepadatan penduduk akan meningkatkan suhu di

kawasan perkotaan sehingga selisih suhu kota dan desa akan meningkat. Namun, 

berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh peningkatan kepadatan penduduk 

menyebabkan selisih suhu antara desa dan kota berkurang. Kondisi ini dapat dijelaskan 

bahwa peningkatan penduduk di kota akan mendorong terjadinya fenomena urban 

sprawl. Fenomena ini berarti penduduk yang sebelumnya terpusat di kawasan perkotaan 

menyebar ke kawasan sekitar kota untuk menetap. Penyebaran penduduk yang terjadi 

diiringi juga dengan pembangunan infrastruktur kawasan pinggiran kota. Hal tersebut, 

menjadikan kawasan pinggiran kota juga menghangat sehingga peningkatan kepadatan 

penduduk di kawasan perkotaan akan mengurangi selisih suhu antara kota dan desa.

Meski penelitian yang dilakukan dapat menjawab tujuan yang diajukan. Peneliti 

menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih memiliki beberapa kekurangan yang 

diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya, antara lain:

- Penggunaan citra satelit untuk mengidentifikasi kawasan urban dan rural dengan 

mengacu pada selisih suhu yang ada.

- Penggunaan data dengan rentang waktu yang lebih panjang, terutama dalam 

menggunakan data panjang jalan.

- Memerhitungkan luas kawasan urban dengan tidak mengacu pada batas 

wilayah, namun dengan memerhitungkan kemiripan infrastruktur daerah yang 

ada.

5.2 Implikasi Kebijakan

Bila mengacu pada program-program pemerintah yang ada pada pemerintahan era 

presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pembangunan. 

Tidak hanya pada era presiden Joko Widodo, perencanaan pembangunan juga sudah 

dituliskan dalam MP3EI (2014). ` Saat ini (era Joko Widodo) pembangunan infrastruktur 

seperti jalan (tol, kereta api, LRT, dan MRT) dan bendungan menjadi prioritas utama. 

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan memang memiliki dampak positif bagi 

pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, pembangunan 

infrastruktur yang dilakukan memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Seperti yang telah 



dibahas dalam penelitian ini, pembangunan infrastruktur seringkali memaksa terjadinya

alih fungsi lahan sehingga menyebabkan suhu di kawasan terkait mengalami 

peningkatan. Sehingga dibutuhkan regulasi lanjutan demi menjaga keseimbangan 

antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Penerapan kebijakan bagi tiap daerah tentu akan berbeda-beda. Bagi daerah seperti 

Papua tentu memiliki implementasi kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan kota-

kota yang berada di Jawa ataupun Sumatra. Papua yang baru memiliki jalan trans Papua 

masih memiliki banyak lahan kosong dan vegetasi alami di sekitar jalan tersebut. 

Sehingga dibutuhkan regulasi yang ketat agar pembangunan di sekitar akses tersebut 

tidak terlalu merusak ligkungan. Sedangkan bagi kota-kota yang sudah terbangun 

seperti kota-kota yang menjadi objek dipenelitian dapat menerapkan kebijakan-

kebijakan agar bangunan-bangunan yang ada menjadi lebih ramah lingkungan atau 

dengan konsep green building. Green building merupakan konsep rumah atau gedung 

yang ramah lingkungan. Konsep terebut menggunakan energi terbarukan sebagai 

energi utama, selain itu konsep tersebut juga memerhitungka kerusakan lingkungan 

serta perubahan iklim. Konsep green building dalam penerapanannya melakuan 

perubahan pada atap serta penggunaan energi di perumahan sehingga akan cocok bagi 

kawasan perkotaan yang sudah terbangun demi tetap menjaga keseimbangan 

lingkungan terutama suhu perkotaan. 

Selain penerapan kebijakan green building, kebijakan lain yang seharusnya 

diperhitungkan adalah terkait dengan internalisasi biaya bagi kerusakan lingkungan 

akibat pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seringkali memaksa 

terjadinya alih fungsi lahan yang dapat merusak lingkungan. Internalisasi biaya yang 

dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran berapa sebetulnya kerugian 

ekonomi yang muncul akibat pembangunan infrastruktur.
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